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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

 

Sesuai dengan Pasal 18 UUPK, Klausula Eksonerasi dapat didefinisikan 

sebagai klausula baku yang memuat pengalihan kewajiban-kewajiban yang 

seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Adanya 

penambahan kewajiban pada konsumen sangat memberatkan dan cenderung 

merugikan Konsumen, sementara pihak Pelaku Usaha sangat diuntungkan 

karena terlepas dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung olehnya. Isi 

klausula eksonerasi juga dapat berupa pengurangan, pembatasan atau 

penghapusan kewajiban dan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum. 

Hal ini dikarenakan dalam pengurangan, pembatasan, atau penghapusan suatu 

kewajiban dapat membuat tidak seimbangnya kedudukan antara Konsumen 

dengan Pelaku Usaha. Oleh karena itu dengan mengacu pada penjelasan Pasal 

18 ayat (1) UUPK, pengalihan tanggung jawab dalam hal ini juga dapat 

berupa pengurangan, pembatasan, atau penghapusan suatu tanggung jawab 

atau kewajiban. 

 

Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia masih mengandung 

perdebatan karena multitafsir. Apabila ditafsirkan secara keseluruhan, maka 

Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia tidak termasuk 

klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK 

karena tidak ada pengalihan tanggung jawab atau kewajiban apapun oleh PT 

Go-Jek Indonesia. Namun Jika ditafsirkan dalam beberapa bagian, bagian 6.2 

Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek Indonesia merupakan klausula eksonerasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK karena adanya 

penghapusan kewajiban atau tanggung jawab PT Go-Jek Indonesia terkait 

dengan pemanfaatan aplikasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 UUITE 

yang mewajibkan PT Go-Jek Indonesia selaku penyelenggara sistem 
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elektronik menjamin beroperasinya sistem elektronik atau dalam hal ini 

Aplikasi Go-Jek. Penghapusan kewajiban tersebut akan mempersulit 

Konsumen memperoleh haknya yaitu menggunakan aplikasi karena apabila 

terdapat kerusakan pada aplikasi tersebut PT Go-Jek Indonesia tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawab berdasarkan Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan 

PT Go-Jek Indonesia. Konsumen juga seakan dalam keadaan caveat emptor 

atau „berhati-hatilah konsumen‟ karena Konsumen harus berusaha mengetahui 

sendiri apakah aplikasi Go-Jek dapat digunakan tanpa dapat meminta 

pertanggungjawaban PT Go-Jek Indonesia. 

 

Mengenai Bagian 4.3 Kebijakan Privasi PT Go-Jek Indonesia, penulis juga 

menyimpulkan bahwa klausul ini merupakan Klausula Eksonerasi yang 

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya pembatasan tanggungjawab PT Go-Jek Indonesia 

mengenai pengelolaan data pribadi konsumen, yaitu PT Go-Jek Indonesia 

secara tidak langsung menghilangkan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 

28 huruf c Permenkominfo untuk melakukan pengawasan dan bertanggung 

jawab memberitahukan Konsumen apabila terdapat kebocoran data pribadi 

atau dalam hal ini bocornya data pribadi kepada Penyedia Layanan atau pihak 

lainnya. Pembatasan tanggung jawab ini juga seakan mengalihkan beban 

pengawasan kepada Konsumen sendiri yang terancam privasinya. Hal ini jelas 

tidak akan adil dan memberatkan Konsumen yang tidak memiliki posisi 

strategis untuk mengetahui apakah dan kapan data pribadinya mulai bocor 

atau kehilangan perlindungan data pribadi. Pengawasan sepatutnya dilakukan 

oleh PT Go-Jek Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan data pribadi 

serta selaku mitra Penyedia Layanan yang berpotensi membocorkan data 

pribadi konsumen. Oleh karena Bagian 6.2 Syarat dan Ketentuan PT Go-Jek 

Indonesia dan Bagian 4.3 Kebijakan Privasi PT Go-Jek Indonesia termasuk 

sebagai klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

UUPK, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kedua klausul dalam Perjanjian 

Baku antara Konsumen dengan PT Go-Jek Indonesia tersebut sepatutnya 

dinyatakan batal demi hukum. 
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2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis berpendapat bahwa 

perumusan suatu klausul terutama Klausula Baku yang berpotensi sebagai 

Klausula Eksonerasi perlu dicermati lebih lanjut. Perumusan yang kurang 

tepat dapat berujung pada penghilangan kewajiban Pelaku Usaha yang 

akhirnya memberatkan pihak Konsumen. Hal ini terlihat salah satunya dari 

perumusan Bagian 4.3 Kebijakan Privasi PT Go-Jek Indonesia, yaitu dengan 

pembatasan kewajiban tanggung jawab yang timbul dari terungkapnya data 

pribadi diluar dari upaya yang dilakukan PT Go-Jek Indonesia berdampak 

pada pelanggaran Pasal 28 huruf c Permenkominfo dan seakan mengharuskan 

Konsumen sendiri untuk memastikan keamanan privasinya. 

 

Kurangnya kesadaran dari Para Pihak juga berperan besar dalam terbentuknya 

Klausula Eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Pertama 

adalah kurangnya kesadaran pihak Konsumen akan bahaya kebocoran data 

pribadi itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena banyak dari Konsumen 

belum menyadari pentingnya keamanan privasi atau data pribadi, ataupun 

karena tidak mengetahui apa dan kapan data pribadi miliknya mulai 

mengalami kebocoran. Pihak Pelaku Usaha atau dalam hal ini PT Go-Jek 

Indonesia juga sepatutnya memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab 

terhadap perlindungan Konsumennya terutama dalam hal kewajiban 

pengawasan dan pemberitahuan mengenai adanya kebocoran data pribadi 

konsumen. Pembatasan kewajiban dengan hanya menghapus secara otomatis 

dari perangkat lunak tanpa upaya pengawasan terhadap Penyedia Layanan 

selaku mitra PT Go-Jek Indonesia tidak mencerminkan kesadaran PT Go-Jek 

Indonesia sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam menjalankan 

usahanya yaitu pengelolaan aplikasi berbasis data.  

 

Berdasarkan penjelasan penulis dalam paragraf sebelumnya, penulis 

menyarankan agar di kemudian hari perlu diadakan peningkatan kesadaran 
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serta tanggung jawab baik bagi Pelaku Usaha yang bergerak di bidang 

pengelolaan data maupun Konsumen, seperti melalui sosialisasi mengenai 

perlindungan konsumen yang berkaitan dengan data pribadi oleh pemerintah 

maupun Pelaku Usaha. Hal ini dimaksudkan agar Pelaku Usaha lebih 

bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti segala hal terkait 

dengan data yang dikuasainya, serta membantu Konsumen untuk melindungi 

data pribadi serta privasinya.  

 

Kesadaran Konsumen juga berperan dalam memberikan stimulus bagi Pelaku 

Usaha agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola data Konsumen, serta 

menumbuhkan kemandirian bagi konsumen untuk melindungi diri terutama 

mengenai privasi. Sosialisasi mengenai mungkinnya seorang konsumen 

mengakses Perjanjian Baku PT Go-Jek Indonesia atau Pelaku Usaha lain yang 

merupakan penyelenggara sistem elektronik dapat membantu Konsumen 

dalam upaya mengetahui keberadaan suatu perjanjian baku yang memuat 

klausul merugikan, guna menghindarkan konsumen dari kerugian lebih lanjut 

seperti bocornya data pribadi. Pelaksanaan saran ini juga seharusnya dapat 

semakin mendorong terpenuhinya tujuan perlindungan konsumen yang 

tertuang dalam Pasal 3 huruf a dan huruf e, yaitu meningkatkan kesadaran, 

kemampuan, dan kemanidirian konsumen untuk melindungi diri, serta 

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha. 
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